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Wawancara Dengan Ibu Sujiatik,SH  

Selaku Advokat (Praktisi Hukum) 

 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Lelang yang Bertentangan dengan 

Prosedur Hukum? 

Jawaban : 

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan pada Ayat (1) disebutkan sebagai Tanda 

Bukti Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan Menerbitkan Sertifikat Hak 

Tanggungan yaitu Sertifikat Hak Tanggungan Peringakat I No. 

1937/2005.  

Dan pada  Ayat (2) disebutkan Sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Memuat dengan kata-kata “Irah-

Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Sertifikat Hak Tanggungan tersebut yang merupakan dasar Tergugat I 

melakukan Pelelangan terhadap Asset Penggugat, maka 

pelelangan/Eksekusi Hak Tanggungan tersebut haruslah dinyatakan 

Batal Demi Hukum. 

2. Apakah Sah Pelelangan yang dilakukan Tergugat I Melalui Tergugat II 

dan Tergugat III terhadap Asset milik Penggugat sesuai dengan 

sertifikat Hak Milik No. 89 Lubuk Pakam? 

Jawaban : 



 

 
 

Bahwa Pelelangan yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III terhadap 

Asset Penggugat adalah tidak karena Sertifikat yang menjadi dasar 

untuk melakukan Pelelangan Asset Penggugat tidak sah, maka secara 

otomatis pelelangan tersebut tidak Sah dan Batal Demi Hukum. 

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penggugat atas Lelalang 

yang dinyatakan Batal Demi Hukum? 

Jawaban : 

Bahwa terhadap Pelelangan yang Batal Demi Hukum Penggugat  

mendapatkan Perlindungan Hukum, yaitu segala produk Hukum yang 

timbul akibat dari lelang tersebut haruslah dinyatakan tidak 

berkekuatan hukum, dalam hal ini terhadap Sertifikat Hak Milik No. 89 

Lubuk Pakam yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna 

Bangunan No. 307 Lubuk Pakam atas nama PT. Bank CIMB NIAGA 

Tbk. Haruslah dikembalikan seperti semula. 

4. Bagaimanakah Kekuatan Hak Tanggungan yang Mencatumkan Irah-

Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? 

Jawaban : 

Bahwa kata-kata “Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” yang memuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 menegaskan adanya Kekuatan Eksekutorial pada Hak 

Tanggungan, sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk di 

Eksekusi seperti halnya suatu Putusan Pengadilan yang telah 



 

 
 

berkekuatan Hukum Tetap, melalui tata cara dengan menggunakan 

Lembaga Parate Excecutie, sesuai dengan Peraturan Hukum Perdata. 

5. Bagaimanakah ketentuan Lelang menurut Pasal 12 Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 

Jawaban : 

Bahwa Ketentuan Lelang menurut Pasal 112 Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996 Pada prinsipnya Kreditur dilarang membeli barang 

jaminan milik debiturnya (Penggugat) sebagaimana Sertifikat Hak Milik  

No. 89 Lubuk Pakam dengan demikian nyatalah lelang yang dilakukan 

oleh Tergugat I dan Tergugat III adalah Rekayasa dan harus 

dibatalkan. 

6. Bagaiamanakah ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

Tentang Tanggungan? 

Jawaban : 

Bahwa jika fasilitas Kredit Debitur telah Macet maka Pelelangan Objek 

Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: 

1. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Hak 

Tanggungan dimana Objek Hak Tanggungan dengan 

memenuhi syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Kreditur dapat 

melakukan Penjualan Lelang dengan bantuan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu 

dengan Parate Exsecutie. 



 

 
 

2. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Hak 

Tanggungan, Pelelangan Objek Hak Tanggungan oleh Kreditur 

dengan memohon bantuan Pengadilan Negeri Setempat dan 

dengan bersama-sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu dengan Flat Executie. 

7. Apa-apa sajakah tahapan-tahapan sebelum Lelang dilaksanakan atas 

Barang Jaminan Debitur? 

Jawaban : 

1. Adanya Surat pemberitahuan kepada Debitur (Penggugat) prihal 

pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan. 

2. Tergugat I (kreditur) mengirim surat permohonan lelang 

eksekusi hak tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

3. Kreditur memberitahukan kembali pada Debitur (Penggugat) 

tentang pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

terhadap Agunan Milik Penggugat. 

4. Kreditur mengumumkan lelang eksekusi Hak Tanggungan pada 

Media Massa. 

5. Penjualan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. 

 



 

 
 

8. Bagaimana Pendapat Ibu tentang Pembatalan Lelang Hak 

Tanggungan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1996? 

Jawaban : 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996  

Pada Pasal 1 yang menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Memuat 

kata-kata “Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mah 

Esa”. 

Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 menegaskan adanya 

kekuatan Eksekutorial pada Hak Tanggungan, karena Hak 

Tanggungan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996, maka Hak Tanggungan tersebut tidak sesuai dengan 

Hukum dan harus dibatalkan. 

9. Apakah ada Saran dari Ibu SSelaku Praktisi yang menangani Perkara 

tersebut? 

Jawaban : 

Saran saya Bank CIMB NIAGA (Kreditur) harus mempunyai prinsip 

kehati-hatian yang mana akibat dari ketidak hati-hatian yang 

memhonkan Sertifikat Hak Tanggungan yang tidak memuat Kata “Irah-

irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang 

berdampak sangat fatal dan menilmbulkan kerugian bagi Penggugat 

(Debitur), sehingga Hak Tanggungan Tersebut tidak mempunyai 



 

 
 

Eksekutorial dan sehingga Lelang yang dilakukan terhadap Asset 

Penggugat Batal Demi Hukum. 

10. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim menurut Pendapat Ibu 

Selaku Praktisi yang menangani Perkara? 

Jawaban :  

Pendapat saya pertimbangan Hakim pada tingkat Pertama, Hakim 

Tingkat Banding dan Hakim pada Mahmakah Agung sudah sangat 

tepat dan benar. Karena, telah sesuai dasar-dasar Pertimbangan 

Hukumnya untuk melindungi Debitur (Penggugat) dari kewenangan 

Tergugat yang telah melakukan Lelang terhadap Asset Penggugat 

yang dijadikan Jaminan, yang berdasarkan Hak Tanggungan yang 

tidak mempunyai Kekuatan Eksekutorial sehingga Eksekusi Hak 

tanggungan tersebut batal Demi Hukum, sehingga hak hak debitur 

dapat dikembalikan. 

 

  



 

 
 

Wawancara Dengan Bapak Dr. Tajuddin Noor, S.H., M.Hum.,Sp.N  

Selaku Dosen (Praktisi Hukum) 

 

1. Bagaiamana menurut bapak selaku akademisi mengenai lelang 

eksekusi hak tanggungan? 

Jawaban : 

Pada dasarnya seperti diatur pada Pasal 6 UUHT beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, jika debitur cidera janji 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai wewenang untuk 

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut. 

2. Bagaimana menurut bapak mengenai pelaksanaan lelang eksekusi 

hak tanggungan? 

Jawaban : 

Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan selama tidak ada 

gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain 

debitur/tereksekusi, suami atau isteri debitur/ tereksekusi yang terkait 

kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan Titel 

Eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat excecutie. 

 



 

 
 

3. Bagaimana menurut bapak mengenai perlindungan hukum terhadap di 

lelang nya Asset milik penggugat  yang dinyatakan batal demi hukum? 

Jawaban : 

Perlindungsn hukum terhadap asset milik penggugat yang 

pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tergugat I, melalui Tergugat II dan 

Tergugat III Ddengan cara cara yang tidak sesuai dengan hukum 

acara maka dinyatakan tidak sah menurut hukum. 

4. Menurut bapak apa-apa sajakah tahapan sebelum lelang dilaksanakan 

atas barang jaminan debitur? 

Jawaban : 

Hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat 

lambatnya 7 hari kerja setelah Penandatangan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) 

Selanjutnya sebagai bukti adanya hak tanggungan kantor pertanahan 

menerbitkan sertifikat hak tanggungan sesuai dengan Pasal 14 UUHT. 

5. Bagaimana menurut bapak kekuatan hak tanggungan yang 

mencantumkan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan Yang 

Maha Esa? 

Bahwa kata “Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan adalah sebagi 

bukti adanya hak tanggungan dan sama kekuatannya dengan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 



 

 
 

 

6. Apakah ada saran bapak selaku akademisi mengenai perkara 

pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan? 

Jawaban : 

Setiap proses lelang harus mengacu pada proses hukum, maka harus 

harus dikaitkan dengan Peraturan-peraturan hukum yang berlaku 

khususnya berkaitan dengan proses lelang, agar bias memberikan 

rasa keadilan bagi para pihak dan adanya kepastian hukum. 

 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


